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PERATURAN BUPATI I(ATIITC}AN
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TEI{TAI{G
PERUBAIIIIN ITEDUA ATAS PERATURAI{ BUPATI KATIilGAN NOMOR 27
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PEIGA\IIAI TIIDJ\K TETA]I'ITENAGA A}ILIITEI{AGA PEilDUKUNG
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DEITG}AI{ RAIIfttAT TT'I{AI{ YANG MAIIA ESA

BUPATI I(ATIIYGAI{,

Menimbang : a. bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahrun
2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Katingan Nomor 50 Tahun 2OO9 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjatanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan;

b. bahwa dalam memberikann kepastian agar ketentuau:-
ketentuan mengenai perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Katingan
Nomor 27 Tahun 2AO9 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2OOg dapat
dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undanganyang berlaku dipandang perlu pntuk
meninjau kembali Peraturan Bupati Katingern dimaksud;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a

Mengingat : 1.

dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Katingan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor O7' |PMK.OS/2OO8
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentyeri
Keuangan Nomor 45/PMK.05|20O7 Tentang Perjalanan
Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegavuai

Negeri dan Pegawai Tidak Tetal:.

Peraturan Bupati Nomor 27 TaL.i:un 2OO9 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Ddlam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung Dilingkungan
PemerintrJe Kabupaten Katinga'n

Peraturan Bupati Nomor tio Tahun 2OO9 Tentang
Perubaher.n Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2OO9 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Eiagi Pejabat l\legara, Pega'urai

Negeri ctan Pegawai Tidak Tetap/Tenagla Ahli/Tenaga

2.

3.



Menetapkan :

Pendukung Dilingkungan Pemerintah Kabupreten Kati4gan

MEMUTUSKAN:

PEzuITURAN BUPATI TENTANG PEITUT}AHAN KEDUA ATAS
PERIITTJRAN BLIPATI NOMOR 27 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA
TELA.H DIUBATI DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR I5O
TAHI,N 2OO9 TENTANG PETI..INJUK PELAKSANAAN
PERJIA].ANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PE.IAB,\T NEGARA, PEGAWAI NEGEIU DAN PEGA.WAI TIDAK
TETA.PT/ TENAGA AHLI /TENAGA PENDUKUNG DILXNGKUNGAN
PEMIIFIINTAH KABUPATEN KATINGA}I.

Pasal I

Beberra;ca ketenl.uan daiam Peraturan Bupati Nom,or 27 Tahvn
2OO9 (Ilerita Dar:rah Kabupaten Katingan Tahun 2OO9 Nonlor
27) sebagaimanal telah diubah dengan Peraturan Bupati Nornor
50 Tatrun 2OOg Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalarlan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi l?ejabat Negarra, Pegawai
Negeri dan I'egawai Tidak Te&rp/Tenaga Ahli/Ten;ga
Pendrukung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
{Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO9 Nomor 50)
diubeth sebagai herikut :

Ketentrran Pasal 9 Ayat (2\ Biaya Pedalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dirnaksud ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima)
tingkratrm yaitu ;

a. Ting3kat A u:ntuk Pejabat Negara (Ketua dan 'Wakil Ketua
DPFID Kabulraten Katingan, Bupati Katingan. dan Wakil
B'utrrati Katingan);

b. TinS;kat B untuk Pejabat Eselon II;
c. Tiingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
d. Ting;kat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
e. Tinllkat E untuk PNS Golongan II dan Golongan I.

Keterrtqan Pasal g Ayat (3) Penyetaraan tilgkat biaya
Perjaltanan Dinas sebagaimana dimaksiud pada pasial 5 ayatl(1)
dari ayat (3) serta pasal 9 ayat (2) diatur sebagaibertkut :

a. bial'a perjalanan dinas Anggota DI'}RD Kabupaten Katingan
dibc:rikan dan digolongkan dalam Tingkat B;

b. bi.a1,a perjalanan dinas bagr unsur Forum Koordinasi
Pi.mpinan Daerah (Kepala Keja.ksaan Neg,eri, Kepala
K,epolisian lResort Katingan, Komandan Distrik Militer
1015/Perwira Penghubung) Kabupaten Katingan dalam
rarnlgka mendampingi Kepala Daerah dib'erikan dan
di.golongkan dalam Tingkat B;

c. birry,a perjalanan dinas bagi Kepala Dasa/Demang/Ketua
Berdan Permusyawaratan Desa diberikan dan digolongkan
Tirrgkat D atau setara PNS Golongan III;

d. birry,a perjalanan dinas bagi Sekretraris Desa (iili:a Sekretaris
Deszr belum jadi PNS), Anggota l3adan Permr:syawaratan
Deszr/Perangkat Desa lainnya ditrerikan dan digolongkan
dalam Tingkat E atau setara PNS Golongan II;

e. birrya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetapl
Atrli,/Tenaga Pendukung diberikan dan digolongkan
Tirrgkat E atau setara PNS Golongan II;
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Ketcnrtuan Pasal 13 Ayat (1) Bantuan BBM untuk kendafaan
pinas/Operasional - darat yang dipergunakal Yrpgl:
melrrksanakan peda-lanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 1:5OO

per Krn.

Pasal II
Perattrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal rciundang$an'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarr
pJngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalarm Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Krasongan.

pacla tanggal 11 .Iuri 2o12

D'II.IWEL RAWING.

pacla tanggal, tt

'exmrilo r. LAnJU, MM.
UTAMA MADYA.

t9610201] 198603 1 013.

BERITA DATIRAH I{A]3UPATE}'I KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 7O

Diunrlangkan di Kasongan.

SE]KITET,


